
No

Komponen 

Perhitungan/Jenis 

Pajak Daerah

% 

Earmark

Target Penerimaan 

Pajak (Rp)

Alokasi Belanja Wajib 

Minimal

Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan (SIPD)
Keterangan Pelayanan Publik

1
Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB)
10%            8.682.132.026,00              868.213.202,60 

 Program Penyelenggaraan Jalan - Kegiatan 

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - Sub 

Kegiatan Rehabilitasi Jalan 

Pembangunan/pemeliharaan jalan & peningkatan 

moda/sarana transportasi umum.

2 Pajak Rokok 50%          18.067.255.856,00           9.033.627.928,00 

 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan 

Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 

- Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota - Sub kegiatan Pengelolaan 

Jaminan Kesehatan Masyarakat 

Pajak rokok digunakan untuk pendanaan program 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 75% 

(tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh 

persen) dari realisasi penerimaan pajak rokok bagian 

hak provinsi/kabupaten/kota atau ekuivalen sebesar 

37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen)

3 Pajak Air Tanah (PAT) 10%                200.101.000,00                20.010.100,00 

 Program Pengelolaan Persampahan - 

Kegiatan Pengelolaan Sampah - Sub Kegiatan 

Penanganan sampah melalui pengangkutan 

Pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup 

serta pemulihan sumber air.

4

Pajak Barang dna Jasa 

Tertentu (PBJT) atas 

Tenaga Listrik

10%            6.850.000.000,00              685.000.000,00 

 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan 

Utilitas Umum (PSU) - Kegiatan Urusan 

Penyelenggaraan PSU Perumahan - Sub 

Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang 

Fungsi Hunian 

Penyediaan dan pemeliharaan penerangan jalan 

umum serta sarana keamanan.

TOTAL          33.799.488.882,00         10.606.851.230,60  Sesuai Penandaan Tematik SIPD-RI Terintegrasi APBD

Mengetahui 

Sekretaris Daerah / Tugas TAPD Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah,

Lambertus Paput Robertus C. Bosko, SE., M.Ec. Dev

Pembina Utama Muda - IV/c

NIP. 19780115 200112 1 005

PEMERINTAH DAERAH: KABUPATEN MANGGARAI

TAHUN ANGGARAN: 2025

KATEGORI: Alokasi Belanja Wajib dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah

ALOKASI ANGGARAN PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH UNTUK PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN YANG TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA 

(EARMARKING)

 SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 15 TAHUN 2024 / NOMOR 14 TAHUN 2025



PENANDAAN RINCIAN BELANJA DAERAH UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN 

BERMOTOR DAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

No. Uraian Subkegiatan sesuai KMK RI Nomor 

22/KM.7/2024

 Anggaran Belanja atas 

PKB pada APBD TA 

2025 

 Realisasi Anggaran 

Belanja atas PKB pada 

APBD TA 2025 

1 Rehabilitasi Jalan 5.000.000.000,00         5.000.000.000,00         

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.000.000.000,00         5.000.000.000,00         

5.000.000.000,00       5.000.000.000,00       

8.682.132.026,00       5.204.495.069,00       

57,59% 96,07%

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah,

Robertus C. Bosko, SE., M.Ec. Dev

Pembina Utama Muda - IV/c

NIP. 19780115 200112 1 005

Total Belanja atas PKB

Total Opsen PKB pada APBD TA 2025

% Belanja PKB/Opsen PKB



PENANDAAN RINCIAN BELANJA DAERAH DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS TENAGA 

LISTRIK UNTUK PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PJU

No. Nama OPD Kode Subkegiatan Uraian Subkegiatan sesuai 

KMK RI Nomor 

22/KM.7/2024

 Anggaran Belanja 

atas PBJT pada 

APBD TA 2025 

 Realisasi Anggaran 

Belanja atas PBJT 

pada APBD TA 2025 

1 Dinas Perumahan 

Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan 

Pertanahan

1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas Umum di 

Perumahan untuk Menunjang 

Fungsi Hunian
   1.246.528.500,00  1.204.853.500,00 

Belanja Barang dan Jasa    1.246.528.500,00  1.204.853.500,00 

1.246.528.500,00    1.204.853.500,00  

6.850.000.000,00    6.690.726.742,00  

18,20% 18,01%

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah,

Robertus C. Bosko, SE., M.Ec. Dev

Pembina Utama Muda - IV/c

NIP. 19780115 200112 1 005

Total Belanja atas PBJT

Total PBJT pada APBD TA 2025

% Belanja atas PBJT/PBJT



PENANDAAN RINCIAN BELANJA DAERAH DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH UNTUK EVALUASI 

PEMENUHAN

BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

No. Uraian Subkegiatan sesuai KMK RI Nomor 

22/KM.7/2024

 Anggaran Belanja 

atas PAT pada 

APBD TA 2025 

 Realisasi Anggaran 

Belanja atas PAT pada 

APBD TA 2025 

1 Penanganan sampah melalui pengangkutan 180.000.000,00     180.000.000,00           

Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00     180.000.000,00           

180.000.000,00   180.000.000,00         

200.101.000,00   323.106.060,00         

89,95% 55,71%

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah,

Robertus C. Bosko, SE., M.Ec. Dev

Pembina Utama Muda - IV/c

NIP. 19780115 200112 1 005

Total Belanja atas PAT

Total PAT pada APBD TA 2025

% Belanja atas PAT/PAT



PENANDAAN RINCIAN BELANJA DAERAH DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK EVALUASI 

PEMENUHAN BELANJA

WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

No. Uraian   Anggaran Belanja 

atas Pajak Rokok 

pada APBD TA 2025  

  Realisasi Anggaran 

Belanja atas Pajak 

Rokok pada APBD TA 

2025  
1 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 7.838.432.650,00      7.838.432.650,00        

Belanja Barang dan Jasa 7.838.432.650,00      7.838.432.650,00        

7.838.432.650,00    7.838.432.650,00      

18.067.255.856,00  17.465.782.931,00    

43,38% 44,88%

pajak rokok digunakan untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh

persen) dari realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak provinsi/kabupaten/kota atau ekuivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen)

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah,

Robertus C. Bosko, SE., M.Ec. Dev

Pembina Utama Muda - IV/c

NIP. 19780115 200112 1 005

Total Belanja atas Pajak Rokok

Total Pajak Rokok pada APBD TA 2025

% Belanja atas Pajak Rokok


